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PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Tse
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

yang diajukan oleh:
PEMOHON |, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 01 Juli 1956, agama Islam,
pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Jalan Sabanar Lama Rt.67 Rw. 25 Kelurahan
Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 01 Juli 1970, agama , pekerjaan
Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Jalan Sabanar Lama Rt.67 Rw. 25 Kelurahan
Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten

Bulungan, sebagai Pemohon li;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut; ------------------

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan

seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 14 Mei 2018 mengajukan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanjung Selor dengan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.TSedengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara Islam di Malaysia

(Kekeh) pada tanggal 01 Mei 1991 di hadapan seorang Penghulu bernama
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Abdul Wahid dengan wali Kidda ( Sepupu dari ayah Pemohon II), dan
pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Abdullah

dan Muing dengan maskawin berupa uang sebesar Rm. 50,- (lima puluh

ringgit malaysia) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon | berstatus perjaka
dan Pemohon Il berstatus perawan dan antara Pemohon | dan Pemohon Il

tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan vyang dapat

menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah memiliki Buku Nikah
karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat; -----------==--------

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon | dan Pemohon
Il hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah
dikaruniai lima orang anak yang bernama :

a. ANAK, umur 28 tahun;

b. ANAK, umur 18 tahun;

c. ANAK, umur 12 tahun;

d. ANAK, umur 23 tahun;

e. ANAK, umur 29 tahun;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengurus permohonan itsbat nikah ini

bertujuan agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l dapat dicatat pada
Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna

mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan

untuk mengurus akta kelahiran anak;
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon | dan
Pemohon Il memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon | (PEMOHON I) dengan Pemohon
Il (PEMOHON Il) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1991 di Malaysia
(Kekeh);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; ---------------------
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Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Tse tertanggal 16 Mei 2018 serta
berdasarkan berita acara sidang tanggal 16 Agustus 2018 yang dibacakan di
persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sah;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Il tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Tse tertanggal 16 Mei 2018 dan 13 Juli
2018 serta 3 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; ------------

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal
ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk

memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan

Pemohon | dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon | dan Pemohon I,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan
Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Tse, namun tidak datang menghadap, dan
ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu

halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan

gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di
bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 11019
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon |l yang jumlahnya

sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara

ini;
MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon |l yang terdaftar di

register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 14 Mei 201

Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.tse, gugur;

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima

puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negera;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra
Kusuma, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.l., M. Pd. dan
Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya

Pemohon | dan tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim Anggota | Ketua Majelis

T.td Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd. Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.
Hakim Anggota I

T.t.d

Mohammad llhamuna, S.HI.
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Panitera Pengganti,

T.td

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 0,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 500.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 0,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp  556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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